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BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU SEKALIGUS KORBAN DALAM 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

 

A. Pengertian Perlindungan Hukum  

Perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 

disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk 

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan 

oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya. 

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian 

restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 

Pelindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, 

perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 

masyarakat, dapat mewujudkan dalam bebagai bentuk, seperti melalui pemberian 

resititusi, kompensasi,pelayanan medis, dan bantuan hukum. 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam 

bentuk peragkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik 

yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu 

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatandan kedamaian. 
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Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita 

kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. 

Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari 

permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk 

pertanggungjawaban masyarakat atau Negara, sedangkan restitusi lebih bersifat 

pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana 

atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. 

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat 

abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit (langsung). Perlindungan yang 

abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati 

atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan 

perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat 

dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang  berupa atau bersifat materi 

maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian 

kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian 

perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman 

dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. 

Pengertian perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief, yakni 

perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana. ( berarti 

perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang. Dapat juga diartikan 

sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas 

penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk 

santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan keseimbangan 
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batin,pemberian ganti rugi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial, 

dan sebagainya.
1
 

Definisi perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara 

sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan, swasta yang bertujuan 

melakukan pengamanan dan pemeuhan kesejahteraan hidup sesuai hak asasi yang 

ada. 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.
2
 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
3
 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 

                                                           
1
Bunga Rampai,1996,Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.99 

2
 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3 
3
 Muchsin. Op Cit. hlm. 14 
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Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk 

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-

batasan dalam melakukan suatu kewajiban.  

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
4
 

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua 

macam, yaitu :  

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif 

ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan 

hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena denganadanya perlindungan 

hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif  Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum 

oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan 

                                                           
4
 Ibid. hlm. 20 
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dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari 

barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang 

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip 

negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari 

negara hukum.
5
 

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Penyalahgunaan 

Narkotika 

Bentuk perlindungan terhadap pelaku sekaligus korban tindak pidana 

narkotika di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ada 2 

(dua) macam yajni pengobatan dan rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku. 

Pada pasal 53 ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan “ bukti yang sah” antara lain 

surat keterangan dokter, Salinan resep, atau label/etiket. Selengkapnya mengenai 

pengobatan ditentukan dalam pasal 53 sebagai berikut : 

1. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat 

memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas 

sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan perundang-undangan. 

2. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, 

dan/atau membawa narkotika dirinya sendiri. 

                                                           
5
 Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 30 
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3. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah 

bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan 

secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bentuk perlindungan hukum pecandu penyalahgunaan narkotika 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila 

dilihat dari Straafsoot (Jenis sanksi) termasuk dalam Double Track System, yaitu 

memberikan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi Pidana berupa hukuman 

mati, penjara, kurungan, denda dan Sanksi Tindakan, berupa Rehabilitasi.  

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 

dinyatakan dalam Pasal 54 : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan 

Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” 

Pecandu dan korban penyalahguna Narkotika wajib direhabilitasi, Hakim 

dapat memutuskan dan menetapkan pecandu Narkotika untuk menjalani 

pengobatan dan/ atau perawatan, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan 

bagi pecandu Narkotika, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 

Pengaturan mengenai Rehabilitasi diatur dalam Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 Pasal 54 sd Pasal 59. Dengan adanya pengaturan mengenai 

Rehabilitasi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

tersebut mengkategorikan korban penyalahgunaan narkotika sebagai “orang 

Sakit” yang berhak mendapatkan pengobatan (dalam hal ini melalui Rehabilitasi). 

Dalam Pasal 127 ayat 3 tentang pidana bagi Penyalahguna 

Narkotika,dimuat aturan bahwa  : “Dalam hal penyalahguna sebagaimana ayat 

1,  yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban penyalahgunaan Narkotika 
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, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani Rehabilitasi  medis dan rehabilitasi 

sosial” 

Pasal 127 dalam UU 35 Tahun 2009 menerapkan 2 (dua) sanksi, yaitu 

sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan. Di satu sisi penyalahguna Narkotika 

diancam dengan pidana, namun bila terbukti sebagai Korban penyalahgunaan 

Narkotika maka berhak mendapatkan pengobatan berupa rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial, yang berbunyi : 

1. Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara  paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun. 

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib 

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, 

dan Pasal 103. 

3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,Penyalah 

Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika menuntut langkah dan 

kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri 

ini bisa ditekan, Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan 



70 
 

penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya 

pencegahan, pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang 

sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional.
6
 

Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN telah memiliki suatu kebijakan 

yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkotika guna membangun paradigma yang 

berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkotika 

sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberihukuman penjara, persepsi 

inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkotika. Dimana di dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan 

kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk 

dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, 

baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi : 

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:  

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan 

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika; atau  

b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika. 

                                                           
6
 No-name,-http://bnn-dki.com/index.php/aksi/berita-dari-kuningan/sinar-bnn/869- 

dekriminalisasi-dan-depenalisasi-pecandu-narkotika, diakses pada 26 Januari 2019 
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2. Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu 

Narkotika”sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan 

sebagai massa menjalani hukuman. 

Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkotika telah sesuai dengan arahan 

Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan 

narkotika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan 

pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat 

dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga 

pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban 

penyalahguna narkotika terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban 

penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa 

yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan 

Thailand menunjukan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi 

penyalahguna narkotika.  

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap 

pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan (vonnis) rehabilitasi sebagaimana 

rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah 

selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan 

Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke 

dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan 
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mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi 

rehabilitasi.  

C. Lembaga-lembaga Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu 

Penyalahgunaan Narkotika  

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 

Menurut Sadjijono, polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda. 

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan dalam suatu negara, 

sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai 

organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam 

organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta 

tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan 

fungsinya sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak 

hukum pelindung, pengayom, pelayan masyarakat.
7
  

kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu 

suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi 

negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung 

jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya 

sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum 

pelindung, pengayom, pelayan masyarakat.
8
 

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 adalah : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
                                                           
7
 Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, Jakarta: Gramedia, hlm. 17 

8
 Retno Ningsih, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah 

Grogot Kabupaten Paser, dalam e.Jornal Ilmu Pemerintahan, Vol 2 No.1, tahun 2014 
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b. Menegakan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan; 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa; 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 
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i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Lembaga kepolisian juga di bantu BNN (badan narkotika nasiona) dalam 

pasal 70 Undanag-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa BNN 

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:  

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat; 
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e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai apparat penegak hukum Polisi wajib 

memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas yaitu:9 

a. Asas Legalitas  

Asas Legalitas adalah suatu asas yang memberikan wewenang 

bertindak secara sah, apabila dilaksanakan sesuai pada bunyi peraturan 

hukum. Jadi tindakan kepolisian didasarkan pada undang-undang atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan di luar undang-

undang dan peraturan perundang-undangan dianggap tidak sah. 

 

                                                           
9
 Bisri Ilham, 1998, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta; grafindo Persada, hlm. 32 
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b. Asas Kewajiban  

Asas Kewajiban adalah suatu asas yang memberi wewenang bertindak 

secara sah walaupun tidak secara harfiah didasarkan pada suatu peraturan 

perundang-undangan namun dilakukan berdasarkan kewajiban dalam 

pelaksanaan tugas, asal dalam lingkungan jabatannya. 

c. Asas Partisipasi 

Dalam melaksanakan ketertiban sosial, polisi dibantu masyarakat 

bersama-sama mengamankan lingkungan setempat. 

d. Asas Preventif 

Selalu mendahulukan pencegahan daripada penindakan kepada 

masyarakat. 

e. Asas Praduga Tak Bersalah ( Presumption Of Innocent ) 

Asas praduga tidak bersalah merupakan sebuah asas yang mana 

seseorang diduga/dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memberikan 

pernyataan bersalah. Asas hukum praduga tidak bersalah telah ada dari 

abad ke-11 di sistem hukum Common Law di negara Inggris di Bill of 

Rights. Asas ini muncul karena latar belakang pemikiran individualistik-

liberalistik yang di pertengahan abad ke-19 berkembang ketika itu. 

Pada sistem peradilan pidana (Criminal Justice System), menurut 

sistem hukum Common Law, asas hukum ini adalah syarat utama dalam 

penetapan bahwa suatu proses sudah berlangsung jujur, adil dan tidak 

berpihak (due process of law) 
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Peran  polri dalam  pemberantasan penyalahgunaan narkotika polisi 

melakukan upay aupaya dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Non Penal  

Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali 

dengan upaya preemtif (pembinaan) dan preventif (pencegahan) sebelum 

tindak pidana tersebut terjadi.  

1) Preemtif (Pembinaan)  

Pembinaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polri 

untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. 

Tindakan antisipasi cegah dini yang dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan faktor peluang dan 

pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna. Sasaran 

kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan 

narkotika. Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, tugas 

yang dilakukan oleh Polsekta Pancur Batu yaitu memberikan 

penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat umum akan bahaya 

yang ditimbulkan.  

2) Preventif (Pencegahan)  

Anggota-anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-

wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, 

penyimpanan, dan peredaran narkotika. Polisi juga mengadakan razia 

untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan 
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terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Razia 

ini bisanya dilakukan ditempat hiburan malam dan juga tempat-tempat 

yang informasinya didapatkan dari masyarakat.  

b. Penal  

1) Represif (Penindakan)  

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas 

penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan 

terhadap orang yang diduga menggunakan, meyimpan, menjual 

narkotika. Langkah represif inilah yang dilakukan Polisi untuk 

menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi 

dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat 

membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika. 

Menurut penulis, Polri berperan sebagai ujung tombak 

pembrantasan narkoba yang turun langsung ke masyarakat melakukan 

patroli dan razia ketempat yang dicurigai sebagai penampungan 

penyimpanan dan peredaran narkotika serta penindakan terhadap 

pengguna narkotika berupa penangkapan langsung berdasarkan 

informasi yang didapat. Polri berperan mengawasi peredaran 

narkotika sehingga jaringan pengedar narkotika yang mencari sasaran 

masyarakat dapat dikendalikan dan diberantas. 
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2. Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non kementerian 

yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
10

 

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat 

bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan 

Narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama 

internasonal agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. 

 Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak 

pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika 

Nasional : 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika; 

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan prekursor narkotika; 

c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika; 

                                                           
10

 http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49 php. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2019. 
Jam 21.30 WIB. 
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d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat; 

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika; 

g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika 

dan prekursor narkotika; 

h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. 

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;  

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

Menurut Ahmadi Sofyan dalam pencegahan, pemberantasan, 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) BNN memiliki peran 

yaitu :
11

 

a. Koordinator, BNN perlu mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai 

instansi terkait dalam rangka P4GN, BNN mengkoordinasikan berbagai 

upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non 

departemen. 

                                                           
11

 Ahnadi Sofyan (2007 : 145) 



81 
 

b. Pendukung, BNN memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam 

rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota BNN diberikan 

bentuk : 

1) Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota 

BNN yang termasuk komunitas pencegahan, seperti : Depkes, Depsos, 

Diknas, Kominfo, dan lain-lain. 

2) Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota 

BNN yang termasuk komunitas penegakan hukum, seperti : Badan 

POM, Bea Cukai, Imigrasi, Dit Narkoba/ KT Bareskrim Polri, dan 

lain-lain. 

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK adalah lembaga 

mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian 

perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan 

kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. 

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan 

waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-

hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa 

negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi 

dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan 

yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru 
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datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan 

korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di 

samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap 

saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 

2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas. 

Undang-undang No.13 tahun 2006 dalam ketentuan umum menyatakan 

bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), adalah lembaga yang 

bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada 

saksi dan atau korban sebagaimana diatur di undang-undang. tidak merinci tugas 

dan wewenang dari LPSK lebih lanjut (pasal 12 tahun 2006). Tugas dan 

wewenang LPSK, yaitu : 

a. Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk perlindungan (pasal 29) 

b. Membutuhkan keputusan pemberian perlindungan saksi dan atau korban 

(pasal 29) 

c. Memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban (pasal 1) 

d. Menghentikan program perlindungan kepada saksi dan atau korban (pasal 32) 

e. Mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus 

pelanggaran HAM yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti rugi yang 

menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal7) 

f. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili 

korban untk bantuan  (pasal 33 dan 34) 

g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besarnya biaya yang diperlukan 

diberikannya bantuan kepada saksi dan atau korban (pasal 34) 
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h. Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenag dalam melaksanakan 

pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 39) 

Menurut penulis, peran LPSK adalah lembaga yang hadir untuk 

melakukan pendampingan terhadap saksi atau korban dalam hal ini pengguna 

narkoba untuk memastikan  terpenuhinya hak-hak saksi maupun korban.  

Lembaga ini bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk 

mewujudkan proses peradilan pidana yang ideal seperti pecandu narkoba yang 

seharusnya mendapatkan hukuman rehabilitasi. 

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat secara umum diartikan sebagai 

sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang 

yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama 

lain Non Government Organization (NGO) atau organisasi non pemerintah 

(Ornop), dewasa ini keberadaanya sangat mewarnai kehidupan politik di 

Indonesia.  

LSM adalah sebuah kekuatan tersendiri dalam model tiga sektor (three 

sector model), yang terdiri dari pemerintah sebagai sektor pertama. Dunia usaha 

sebagai sektor kedua, dan lembaga voluntir sebagai sektor ketiga. LSM 

berkedudukan sebagai lembaga penengah yang menengahi pemerintah dan warga 

negara. Sering kali, LSM memang harus bersikap kritis terhadap pemerintah, 

tetapi adakalanya LSM bertindak pula sebagai penjelas kebijaksanaan pemerintah. 



84 
 

Sikap kritis itu hendaknya dipahami, karena LSM itu memang tumbuh sebagai 

kekuatan pengimbang, baik terhadap pemerintah maupun swasta. 

Kekuatan pengimbang ini diperlukan agar mekanisme demokrasi dapat 

bekerja. Selain itu, LSM tidak mesti dapat dinilai sebagai kekuatan oposan, karena 

LSM adalah dua mitra pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. 

Berikut ini adalah beberapa fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

di Indonesia : 

a. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan 

melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan 

terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah. 

b. Senantiasa ikut menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta 

memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan 

salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat 

itu sendiri. 

c. Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan 

hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu 

juga. Dalam hal ini LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada 

masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan. 

d. LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana 

yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru 

membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu 

yang meresahkan masyarakat. 
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e. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak 

dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga swadaya 

masyarakat. 

f. Lembaga swadaya masyarakat juga harus ikut menggali dan 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga 

dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

g. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam 

perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Serta dalam hal 

ini ikut menjaga kedaulatan negara serta menjaga ketertiban sosial. 

h. Sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan asiprasinya, 

kemudian aspirasi ini ditampung oleh lembaga swadaya masyarakat sesuai 

dengan tujuan LSM itu sendiri dan kemudian akan disalurkan kepada 

lembaga politik yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan 

komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan seperti politik 

luar negeri Indonesia.  

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan 

hukum yang diatur dalam pasal 10 sebagai berikut : 

a. Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana 

maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya. 

b. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat 

dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan 
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meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan 

hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. 

c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap 

Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan 

itikad baik. 

Menurut penulis, BNN Nomor 06 tahun 2010 Tentang Pembentukan 

Peran Serta Masyarakat  LSM merupakan lembaga swadaya masyarakat yang 

merupakan mitra pemerintah dan kepolisian dalam hal mencari, memperoleh, 

memberikan informasi dan melaporkan adanya penyalahgunaan atau 

peredaran gelap narkoba, selain itu, sebagai informasi, advokasi, 

pemberdayaan alternatif dan penjangkauan penyalahguna narkotika. 

D. Hak-hak Yang Diberikan Korban Tindak Pidana Narkotika dalam Proses 

Perlindungan Hukum 

Menurut Kompol Ari Soemarwono, S.H, M.H dalam memberi 

perlindungan hukum kepada pelaku sekaligus korban tindak pidana narkotika 

yaitu dengan melakukan pembinaan dan pencegahan. Pembinaan dilakukan 

dengan cara menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika.
12

 

Dalam hal ini 12 tindakan yang dilakukan oleh polisi yaitu melihat akar 

permasalahan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan 

situasional, sosial dan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi 

gangguan.  

                                                           
12

 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 122. 
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Tindakan pembinaan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika 

yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, 

penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan 

narkotika. Hal ini untuk mengantisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-

kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan 

narkotika dan mendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna 

narkotika. Selanjutnya, dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban 

narkotika dengan mengembalikan si korban atau pecandu narkotika kepada rumah 

sakit jiwa yang telah di tunjuk oleh negara, untuk menjalankan proses atau 

rehabilitasi.  

Dalam proses rehabilitasi kepada korban narkotika atau pecandu narkotika 

ditentukan oleh keputusan hakim untuk menempatkan pengguna narkotika 

tersebut ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban 

tindak pidana narkotika berhak mendapat perlindungan hukum oleh lembaga 

yayasan resmi, baik di rumah sakit, rumah yayasan atau panti rehabilitasi, untuk 

diobati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan tingkat 

kecanduannya tetapi tidak dibebaskan atau tidak dipidana.  

Setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus 

menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu. Ada beberapa “faktor yang 

menyebabkan pecandu enggan untuk dilakukan rehabilitasi, antara lain: Pertama, 

Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun 

sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini 

dikarenakan pemakaian narkotika yang telah bertahuntahun dan sudah mengarah 
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menjadi pecandu berat. Kedua, Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa 

narkotika itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. Ketiga, 

Faktor Keluarga. Berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang dilakukan juga 

ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak masyarakat yang 

keluarganya merupakan pecandu narkotika belum melaporkan diri. Masyarakat 

belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela. Keempat, Pandangan Kepolisian 

masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkotika. 13 Para penyidik polisi 

masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan 

jumlahnya belum sesuai kebutuhan.
13

 

Dalam proses perlindungan hukum, hak yang diberikan kepada korban 

tindak pidana sebagai berikut : 

1. Diberikan tempat yang layak dalam proses rehabilitasi ; 

2. mengembalikan si korban atau pecandu narkotika kepada rumah sakit jiwa 

yang telah di tunjuk oleh negara, untuk menjalankan proses atau 

rehabilitasi ; 

3. Dalam proses rehabilitasi kepada korban narkotika atau pecandu narkotika 

ditentukan oleh keputusan hakim untuk menempatkan pengguna narkotika 

tersebut ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; 

4. melakukan pembinaan dan pencegahan. Pembinaan dilakukan dengan cara 

menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika; 

5. mengembalikan pengguna atau pecandu narkotika ke rumah sakit jiwa 

yang telah ditunjuk oleh negara, untuk menjalankan proses rehabilitasi. 

                                                           
13

 Ibid., hal. 12 
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E. Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memberikan perlindungan dalam 

bentuk sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi yang terbukti korban 

penyalahgunaan Narkotika yang memandang korban tersebut sebagai “orang 

sakit” dan berhak mendapatkan pengobatan. 

Rehabilitasi ditunjukan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba untuk 

memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. 

Selain untuk memulihkan, rehabilitasi sebagai pengobatan atau perawatan bagi 

para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya 

terhadap narkotika. Pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim 

untuk menjalani hukuman kurang akan mendapatkan pembinaan maupun 

pengobatan dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya 

bahaya narkotika meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam – 

macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap pelaku penyalahgunaan 

narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi. 

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui 

fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan 

maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan 

sosial penderita yang bersangkutan. 

Ada dua macam jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. Dalam rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan oleh rumah sakit 

yang di seleggarakan baik pemerintah maupun swasta yang ditunjukan oleh 
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Menteri Kesehatan.Pasal 97 KUHP tentang rehabilitasi yang menyebutkan bahwa  

: 

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus 

bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

2. Rehabilitasi tersebut diberikandan dicantumkan aekaligus dalam putusan 

pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); 

3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan 

tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau kekeliruan 

mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan 

negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77. 

Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 

Rehabilitasi terbagi menjadi dua yakni : 

1. Rehabilitasi Medis 

Rehabilitasi medis menurut undang-undang Republik Indonesia No. 35 

Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 

membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. M. Min memberikan 

pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan  ilmu 

kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari 

pasien yang mengalami gangguan fungsi / cidera (impairment), kehilangan 

fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot tulang (musculos 
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keletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial 

dan kekaryaan yang menyertai kecatan tersebut.  

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang 

ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan 

Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna 

narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk 

rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat 

diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan 

HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian 

Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis 

pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan dari menteri. 

Melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu 

narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat 

melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial 

bagi mantan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

maupun oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan atau 

pidana denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur 

yang sengaja tidak melapor, pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan 

dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan juga bagi keluarga pecandu 

narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika yang 

sudah cukup Telah ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan bahwa 
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pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Bertitik tolak dari ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu 

narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan 

masyarakat, rumahsakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 

perawatan.  

Dalam hal ini bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur juga 

wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat 

kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib 

melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor 

selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah 

pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis 

dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Bagi pecandu 

narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam 

lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan 

kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat 

pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter. Kewajiban 

menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi 
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pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika 

pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau 

penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana narkotika. 

Prosedur penerimaan pecandu narkotika yang telah mendapatkan 

penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan 

sebagai berikut : 

a. Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani 

pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh 

pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang 

ditunjuk. 

b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang 

ditunjuk. 

c. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari 

pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan 

dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan 

salinan / petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan 

kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana 

terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien 

dan keluarga / wali. 

d. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, 
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penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan 

putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan , dengan 

melampirkan salinan /petikan surat putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari 

pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang 

ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga 

wali. 

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap 

perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca 

rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat 

inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat 

inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun 

program rawat jalan, tergantung pada derajad keparahan adiksinya sesuai dengan 

hasil asesmen lanjutan.  

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau 

lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan , belum 

menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami 

komplikasi fisik danatau psikiatrik, dan pernah memiliki riwayat terapi 

rehabilitasi beberapa kali sebelumnya. Sedangkan program rawat jalan diberikan 

pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut , yaitu memiliki 

pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah 

ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang 

bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak 
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pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di 

bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik. 

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol 

pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan 

frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan 

kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan 

kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara 

berkala atau sewaktuwaktu. Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi , 

maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program 

pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin 

kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau 

dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat. 

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi tentang 

pecandu penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis di 

tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku. 

Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkotika yang menjalani 

program rehabilitasi medis melarikan diri , tidak patuh pada terapi, melakukan 

kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran 

hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib 

memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan. 
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2. Rehabilitasi Sosial 

Rehabilitasi Sosial menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpau, baik fisik, mental maupun 

sosial, agar narapidana Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial, agar 

narapidana Narkotika dapat kembali melaksanakan funsi sosial dalam kehidupan 

masyarakat.  

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada 

individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun 

atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Tujuan dari rehabilitasi sosial 

yaitu: 

a. Memulihkan kembali rasa harga dri, percaya diri kesadaran serta tanggung 

jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau 

lingkungan sosialnya.  

b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi 

sosial secara wajar. 

F. Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi 

Medis Dan Rehabilitasi Sosial  

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau 

narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa 

Yunani yaitu “narke” atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan 

apa-apa. Ada juga yang mendefinisikan kata Narkotika berasal dari perkataan 

“narcotic” yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat 
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menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius. 

Peristilahan lain untuk Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan 

ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja 

mempengaruhi susunan syaraf sentral. 

(1) Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

undang ini.“  

Sementara itu yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika, dalam Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada Bab I  Pasal 1 

Ketentuan Umum tepatnya pada ayat (15) berbunyi: “Penyalah guna adalah orang 

yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” 

Sementara dalam Penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan : 

Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang 

yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, 

dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. 

Dalam perspektif Viktimologi, terutama mengenai tipologi korban, 

terdapat  beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan 

narkoba. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
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kejahatan, pengertian korban penyalahgunaan narkoba menurut Ezzat Abdul 

Fateh, termasuk dalam tipologi False Victims yaitu pelaku yang menjadi korban 

karena dirinya sendiri. Sementara bila melihat perspektif tanggung jawab korban, 

adanya self-victimizing victims yakni pelaku yang menjadi korban karena 

kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering dinyatakan sebagai kejahatan 

tanpa korban. Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak 

ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) 

hal,yaitu penjahat dan korban .Sebagai contoh dari self-victimizing victims adalah 

pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi. Hal ini berarti 

pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus 

merupakan korban.  

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkotika 

merupakan “mutual victimization”, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si 

pelaku sendiri. Seperti halnya pelacuran dan perzinahan. Berdasarkan beberapa 

pendapat para ahli hukum mengenai tipologi korban dalam perspektif viktimologi 

dapat dinyatakan bahwa pecandu narkoba merupakan self-victimizing victims, 

yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada 

juga yang mengelompokkannya dalam victimless crime atau kejahatan tanpa 

korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak 

terlibat.  Selain itu, dapat juga dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban 

(crime without victim). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini 

tidak menimbulkan korban sama sekali akan tetapi si pelaku sebagai korban. 

Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan 
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korban dan korban itu adalah orang lain. Artinya apabila hanya diri sendiri yang 

menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan. Dalam 

artian kedudukan korban penyalahgunaan Narkotika dalam sistem peradilan, 

kedudukannya masih dipandang sebelah mata, padahal mereka dapat 

dikategorikan sebagai ”orang sakit” yang menjadi tanggung jawab bersama 

pemerintah, komponen masyarakat dengan program rehabilitasi. 

(2) Hak-hak Yang diberikan Kepada Pelaku Sekaligus Korban 

Penyalahgunaan Narkotika 

Hak-hak yang diberikan kepada pelaku Sekaligus Korban tindak pidana 

narkotika dalam proses perlindungan hukum kepada korban tindak pidana 

narkotika yaitu dengan melakukan pembinaan dan pencegahan. Pembinaan 

dilakukan dengan cara menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan 

narkotika. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oeh polisi yakni untuk melihat 

akar permasalahan penyebab terjadinya penyalahgunaan naerkotika dengan 

melalui pendekatan situasional, social kemasyarakatan untuk menghilangkan 

unsur potensi gangguan. Tindakan pembinaan untuk menanggulangi 

penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada 

masyarakat melalui sosialisasi , penyuluhan audiensi tentang bahaya dan dampak 

dari penyalahgunaan narkotika. 

hak yang diberikan kepada pelaku sekaligus korban penyalahgunaan 

narkotika sebagai berikut : 

a. Diberikan tempat yang layak dalam proses rehabilitasi ; 
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b. mengembalikan si korban atau pecandu narkotika kepada rumah sakit jiwa 

yang telah di tunjuk oleh negara, untuk menjalankan proses atau 

rehabilitasi ; 

c. Dalam proses rehabilitasi kepada korban narkotika atau pecandu narkotika 

ditentukan oleh keputusan hakim untuk menempatkan pengguna narkotika 

tersebut ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; 

d. melakukan pembinaan dan pencegahan. Pembinaan dilakukan dengan cara 

menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika; 

e. mengembalikan pengguna atau pecandu narkotika ke rumah sakit jiwa 

yang telah ditunjuk oleh negara, untuk menjalankan proses rehabilitasi 

(3) Perlindungan Hukum Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan 

Narkotika 

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan didalama Pasal 55 Ayat (1) yang 

berbunyi sebagai berikut :  

a) “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang 

menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”  

b) Terhadap kalimat “dipidana sebagai pelaku” itu timbul perbedaan 

pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut 

pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan 

sebagai pelaku (ask dader). Dalam halnya perlindungan hukum terhadap 

pelaku penyalahgunaan narkotika ini adalah dalam bentuk pemenuhan hak-

hak pelaku sebagai perwujudan perlidungan yang diberikan negara yang 
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tercantum didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Dimana didalam KUHAP tersebut telah disebutkan secara terperinci 

mengenai hak-hak pelaku mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. 

Namun pada kasus tindak pidana narkotika ini, pelaku yang dimaksud juga 

merupakan korban. Dengan kata lain, merupakan subjek yang tunggal. 

Sehingga sering sekali terdapat kerancuan didalam menentukan jenis dan 

status subjek tersebut. pelaku yang dimaksud disini adalah pelaku yang 

menggunakan narkotika hanya untuk dirinya sendiri. Apabila kita cermati 

secara seksama, maka sebenarnya pelaku tindak pidana narkotika tersebut 

merupakan korban yang seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus. 

Pelaku yang terganggu kesehatannya seharusnya mendapatkan pemulihan 

ataupun pengobatan dari kesehatan tersebut. 

(4) Rehabitasi Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak 

buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 

2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 

narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk 

memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial 

penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan 

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan 

narkotika. Rehabilitasi sosial25 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika 
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dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk 

oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan 

oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah 

dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah 

mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi 

pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi 

untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum 

suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi 

masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah 

mendapat persetujuan dari menteri. 

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan 

pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau 

masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan 

rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh 

instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana 

kurungan atau pidana denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum 

cukup umur yang sengaja tidak melapor, pecandu narkotika yang sudah cukup 

umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan juga bagi keluarga pecandu 

narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika yang sudah 

cukup Telah ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan bahwa pecandu 

narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bertitik tolak 



103 
 

dari ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum 

cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 

dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Disamping itu bagi pecandu narkotika 

yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh 

keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk 

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur 

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib 

melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor 

selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah 

pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan 

lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Bagi pecandu 

narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam 

lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan 

kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat 

pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter. Kewajiban 

menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu 

narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu 

narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau penetapan 
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pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana narkotika. 

Prosedur penerimaan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau 

putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut26 :  

a. Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani 

pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh 

pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang 

ditunjuk. 

b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang 

ditunjuk.  

c. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari 

pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan 

dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan 

salinan / petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan 

kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana 

terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien 

dan keluarga / wali.  

d. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, 

penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan 

putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan , dengan 

melampirkan salinan /petikan surat putusan pengadilan yang telah 
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mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari 

pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang 

ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga 

wali. 

e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang 

bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis 

terpidana narkotika yang menerima pasien.  

f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang 

disusun. 

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) 

tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan 

program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib 

menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat 

menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, 

tergantung pada derajad keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen 

lanjutan. Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah 

satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan , 

belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, 

mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki 

riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.  

Program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau 

lebih kondisi sebagai berikut , yaitu memiliki pola penggunaan yang 
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sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau 

amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang 

bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut 

tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan 

sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami 

komplikasi fisik dan atau psikiatrik. Pasien yang mengikuti program 

lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana 

rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) 

kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk 

memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan 

dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala 

atau sewaktuwaktu. Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi , 

maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan 

program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku . Sarana rehabilitasi medis terpidana 

narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial 

milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya 

masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat. Sarana rehabilitasi 

medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi tentang pecandu 

penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis di 

tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang 

berlaku. Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkotika yang 

menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri , tidak patuh pada 
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terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau 

melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi 

medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang 

menyerahkan. 

 


